BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Tanggung jawab negara penerima memiliki tanggung jawab hukum yang
jelas dan mengikat untuk melindungi diplomat yang menjalankan tugasnya,
baik perlindungan terhadap pribadi diplomat, gedung perwakilan, arsip,
maupun kebebasan komunikasi diplomatik. Kewajiban tersebut bersifat aktif
dan tidak terbatas pada larangan melakukan pelanggaran, melainkan juga
mencakup kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
guna mencegah gangguan, ancaman, atau serangan terhadap diplomat.
Kegagalan negara penerima dalam melaksanakan kewajiban perlindungan
terhadap diplomat merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan
dapat menimbulkan tanggung jawab Negara sesuai ketentuan Pasal 29, 22,
26, dan 25 Konvensi Wina 1961. Dari pelanggaran tersebut tidak hanya
bersifat yuridis, tetapi juga berdampak pada hubungan diplomatik, stabilitas
politik, serta reputasi internasional negara penerima. Oleh karena itu,
penghormatan dan pelaksanaan Konvensi Wina 1961 secara konsisten
merupakan prasyarat penting bagi terpeliharanya hubungan diplomatik yang
tertib, aman, dan berdasarkan hukum.

Dampak atas kematian diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, di Peru
merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kewajiban internasional
negara penerima. Secara yuridis, kasus ini menempatkan Peru pada posisi

bertanggung jawab berdasarkan Teori Risiko (Risk Theory), karena kegagalan
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dalam memenuhi kewajiban khusus (special duty) untuk melindungi seorang
diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961.
Tanggung jawab ini bersifat objektif, di mana Peru dianggap gagal
memberikan jaminan keamanan yang tidak dapat diganggu gugat
(inviolability), terlepas dari fakta bahwa serangan dilakukan oleh pembunuh
bayaran lintas negara. Dampak dari kegagalan perlindungan ini sangatlah
luas, mencakup rusaknya reputasi Peru sebagai negara penerima dan
munculnya ketegangan diplomatik yang serius. Hubungan kedua negara
berada pada risiko degradasi yang tinggi, di mana seperti pernyataan Persona
Non Grata dapat digunakan sebagai bentuk protes politik tertinggi jika
kepastian hukum tidak segera diberikan. Selain beban moral, Peru
bertanggung jawab hukum untuk memulihkan hak-hak keluarga almarhum
melalui pemberian ganti rugi yang adil dan transparan. Hal ini bukan
merupakan, insiden dan kriminalitas biasa, melainkan sebuah kegagalan
sistemik negara penerima dalam menghormati kedaulatan negara pengirim

melalui perlindungan terhadap wakil diplomatiknya.

B. Saran

1.

Diharapkan negara-negara penerima diplomatik disarankan  untuk
meningkatkan pemahaman dan implementasi ketentuan Konvensi Wina 1961
secara konsisten dalam praktik nasional, khususnya terkait kewajiban
perlindungan terhadap diplomat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan
regulasi nasional, pelatihan aparat penegak hukum, serta koordinasi yang

efektif antarinstansi terkait.
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2. Diharapkan aparat negara penerima, khususnya aparat keamanan dan penegak
hukum, perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai status hukum
diplomat dan batas-batas yurisdiksi nasional terhadap mereka. Langkah ini
penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekebalan diplomatik yang
dapat berdampak serius terhadap hubungan internasional.

3. Diharapkan pemerintahan Indonesia bisa lebih tegas dalam menyelidiki kasus
terhadap kematian diplomat, per tahun 2025 sudah ada 2 diplomat muda
Indonesia yang meninggal karena sesuatu hal yang tak diketahui, hal ini
diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan hukum

yang telah berlaku.
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